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ABSTRAK 

 

Prinsip non-refoulement merupakan prinsip fundamental bagi perlindungan 

pengungsi. Dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, prinsip non-refoulement 

diartikan sebagai larangan bagi negara untuk mengembalikan individu ke wilayah 

yang dapat mengancam keselamatan dan kebebasannya. Korea Selatan dan 

Australia merupakan negara pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Namun, 

keduanya menerapkan prinsip non-refoulement dengan pendekatan yang sangat 

berbeda, begitu pun dengan tantangan dalam praktiknya. Penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan penelitian doktrinal melalui studi komparatif 

dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh dari data sekunder dan 

dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, prinsip non-refoulement 

mengikat negara pihak sebagai undang-undang yang dilandaskan pada prinsip-

prinsip perjanjian internasional. Bagi negara nonpihak, prinsip non-refoulement 

tetap memiliki daya mengikat karena kedudukannya sebagai jus cogens dan 

dipandang sebagai kewajiban erga omnes atas pertimbangan HAM. Korea Selatan 

menempuh upaya reintegrasi terhadap pembelot Korea Utara sekaligus pengungsi 

internasional pada umumnya. Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan 

multikulturalisme penduduk akibat keterbukaan terhadap migran yang bertolak 

belakang dengan budaya nasionalisme tinggi dan xenofobia sehingga pemerintah 

dituntut untuk menciptakan kesetaraan dan penerimaan tanpa diskriminasi. 

Sementara itu, Australia menempuh upaya pemindahan ke negara lain atau 

pengembalian ke wilayah pengungsi berasal. Walaupun juga memiliki penduduk 

yang dinamis, keberagaman komunitas tidak menjadi persoalan utama bagi 

Australia. Tantangan lebih berkaitan dengan keamanan nasional akibat arus 

pengungsi yang terus melonjak dan berpotensi menimbulkan kejahatan 

transnasional. Kebijakan ketat Australia guna melindungi kedaulatan negara kerap 

dipandang bertentangan dengan standar perlindungan pengungsi, termasuk prinsip 

non-refoulement, seperti persyaratan dokumen resmi dan visa, penolakan di 

perbatasan, repatriasi paksa, serta penetapan sanksi administratif yang 

menyimpangi ketentuan konvensi maupun protokol. 
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